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TENTANG

PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa proses penanganan barang bukti merupakan
salah satu bagian dari kegiatan penyidikan dalam suatu
perkara tindak pidana;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan diamanatkan untuk
mengatur mengenai tata cara penyimpanan barang bukti
hasil perusakan hutan yang disita dan tata cara
peruntukan barang bukti dengan Peraturan Menteri;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2004 tentang Perlindungan Hutan, diamanatkan

pelaksanaan pengurusan barang bukti diatur dengan
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Mengingat

Peraturan Menteri;

bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan barang
bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan
perlu diatur tata cara penanganan barang bukti perkara
tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Penanganan Barang Bukti Tindak

Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan,;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal
dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENANGANAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
selanjutnya disingkat TPLHK adalah perbuatan yang
dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau
pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penanganan Barang Bukti adalah proses atau cara

melakukan  kegiatan yang meliputi identifikasi,

pengamanan (pengawalan, penjagaan, pengujian
laboratorium, pembungkusan, dan penyegelan),
pengangkutan, penyimpanan, perawatan atau
pemeliharan, penitipan, pelelangan, peruntukan,

pemusnahan dan/atau pelepasliaran barang bukti.
Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan
Kehutanan adalah segala benda yang patut diduga
terkait dengan suatu tindak pidana lingkungan hidup
dan kehutanan yang ditemukan di tempat kejadian
perkara maupun di tempat lainnya.

Barang Bukti Temuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
dan Kehutanan adalah barang bukti yang tidak diketahui
identitas pemiliknya atau yang menguasai barang bukti
tersebut.

Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
dan Kehutanan adalah barang bukti yang disita oleh
penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Lingkungan

Hidup dan Kehutanan adalah barang bukti yang
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dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Benda Bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan
dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Benda Tidak Bergerak adalah benda yang tidak dapat
dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke
tempat lain berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau
benda-benda lain yang berada di atasnya.

Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati dan
turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
wajib analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin wusaha dan/atau
kegiatan.

Laboratorium adalah laboratorium yang memiliki
sertifikat akreditasi dalam pengujian parameter.
Pengujian Parameter yang selanjutnya disebut pengujian
adalah suatu pengujian teknis yang terdiri atas
penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
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